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Abstraksi:

Tulisan ini mengurai jejak gerakan mahasiswa Islam pasca reformasi dari
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam
(HM]I), Ikatan Mahasiswa Muhammadivah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa
Islam Indonesia (KAMMI). Gerakan ini masih dianggap sebagai kekuatan
masyarakat sipil untuk mewujudkan demokratsasi namun kecenderungannya tdak
mengarah kepada transformasi sosial. Guna mengkaji masalah ini digunakan acuan
teori collective behavior dalam gerakan sosial dari Sidney Tarrow (1996). Data
dikumpulkan dengan Focus Group Discussion, wawancara, studi dokumentasi, dan
kapian pustaka dengan dianalisa secara kualitauf. Studi ini menemukan adanva
pergeseran orientasi gerakan mahasiswa Islam. Kecenderungan perubahan
orientasi tersebut terindikasi karena fluktuasi politik nasional. Pada situasi ini,
gerakan mahasiswa Islam telah mengalami beragam dinamika sosial. Salah sat
dinamika yvang muncul ketika model gerakan yang bersifat demontrasi jalanan
dengan bentuk lain melalui media sosial sebagai langkah untuk menvampaikan
kritik sosial kepada pemerintah. Kajan ini merckomendasikan  perlunya
pertemuan nasional dengan menanggalkan atribut keorgamsasian mahasiswa Islam.
Tujuan sarasehan ini untuk menyikapi isu common enemy (musuh bersama) dan
mengurai kebijakan vang idak pro kepada rakvat.
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Pendahuluan

emuda memiliki peran penting dalam merebut kemerdekaan bangsa dar

kolonial. Sejarah pejuangan pemuda terekam dalam angkatan 1908,

1928, 1966, 1974, 1990 dan 1998. Angkatan tersecbut kerap
dihubungkan dengan sejarah gerakan pemuda nasional (Anderson, 1988; Raillon,
1985; Suryomihardjo, 1980; Widjojo, 1999; Yozar, 1980). Gerakan pemuda juga
kerap dipandang sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Sejarah gerakan
pemuda berinngan dengan kondisi masyarakat yang mengalam keresahan sosial
(socral vunres. Keresahan mi dianggap sebagal masalah vang disebabkan oleh
pemerintah yang tidak akomodatf terhadap isu-isu keadilan dan kesejahteraan.
Apalagi kondisi negara yang dipenulu dengan kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
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(KKN). Kondisi im menuntut pemuda turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi
masyarakat.

Studi Usman menegaskan bahwa gerakan mahasiswa pada tahun 1998 dapat
dipetakan menjadi dua model, vakni gerakan moral dan poliik. Sebagai gerakan
moral, aksi solidaritas mahasiswa turun aksi jalanan menjadi kekuatan penggerak
perubahan yang peka terhadap institusi birokrasi yang korup dan tidak transparan.
Sementara sebagal gerakan pohtik, banyak mahasiswa vang terjebak pada tindakan
politik praktis. Mahasiswa terjebak pada tawaran rezim untuk duduk di legislanf
maupun cksckutif. Alhasil, gerakan mi terkesan bias perjuangan dan todak sesua
dengan cita-cita perubahan (Usman, 1999).

Namun demikian, gerakan mahasiswa dapat dipandang sebagai fragmentasi
kekuatan masyarakat untuk menciptakan lokus demokratisasi. Penehinan Akbar
menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa menjadi lokus kelompok berpendidikan yang
peka terhadap masalah otortananisme. Gerakan mi menjadi mla positf bagi
perubahan sosial. Mahasiswa sebagal agen perubahan yang memiliki idealisme
menjadi modal penting agar demokrasi tetap berjalan (Akbar, 2016). Namun era
globalisasi telah merubah skema gerakan mahasiswa. Menurut studi Pamungkas,
gerakan sosial berbasis buruh saja tidak menjamin aspirasi vang disampaikan dapat
terakomodir. Hal 11 sebagai konsekuensi adanya pengaruh ekonomi neoliberal yang
menyandra pemernntah. Pemerintah seolah mengikuti kepentingan pemilik modal
besar (Pamungkas, 2011).

Dari argumen di atas, peneliti belum menemukan studi vang mengarah kepada
gerakan mahasiswa Islam. Namun harus diaku, gerakan mahasiswa Islam cenderung
menggunakan konsep gerakan moral (moral force). Konsep mi menghendaki
mahasiswa untuk bertindak sebagai kekuatan moral daripada gerakan politik.
Dengan kata lain, mahasiswa muncul sebagai aktor polink ketika situasi negara sedang
knsis. Pasca itu, mahasiswa pun kembali ke kampus untuk melanjutkan studi.
Gerakan mahasiswa dengan konsepsi tersebut sifatnya hanya sekadar melakukan
knitik terhadap suatu permasalahan negara.

Dengan demikian, gerakan mahasiswa mengalamu polansast sebagal entitas
baru. Hal 1m terjadi karena faktor perbedaan ideologi, strategi, dan arah organisasi.
Menurut pengamatan peneliti, gerakan mahasiswa pasca reformasi mengalami
penurunan terutama aksi nyata di lapangan. Gerakan mahasiswa tidak lagi bersumber
pada permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial, justru cenderung
terlibat dalam pohtik prakns. Implikasinya, gerakan mahasiswa tidak tampil sebagai
agen perubahan sosial vang transformatif. Kecenderungan vang muncul hanya
bersifat aksidental. Mahasiswa bergerak ketika ada kebpakan yang tidak berpihak
kepada masyarakat. Secara sederhana, gerakan mahasiswa cenderung bersikap apatis
dengan aksi demontrasi. Untuk itu, peneliian ini berusaha menelusun ornentasi
gerakan mahasiswa Islam pasca reformasi. Studi 11 juga bermaksud menyumbang
pengetahuan tentang peta gerakan mahasiswa Islam di era kontemporer.

Penelitan i dilakukan untuk melihat kecenderungan gerakan mahasiswa
Islam pasca reformasi dan dianalisa secara kualitaaf (Nawawi, 1992, p. 67). Sumber
data penehtian terdin dan hasil Focus Group Discussion (FGD), wawancara, studi
dokumen, dan kajan pustaka. Transkrp wawancara merupakan hasil diskusi dan
FGD dengan para aktvis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMIID), Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia




(KAMII), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)—semua proses pengambilan data
dilakukan di Yogyakarta. Narasumber dipihh dengan alasan akaf dalam setap
kegiatan organisasi kemahasiswaan. Selain itu, data penunjang lain juga digunakan
untuk memperkaya data vang terdiri jurnal, tesis, disertasi, dan laporan penelitian
yang berhubungan dengan gerakan mahasiswa.

Collective Behavior: Diskursus Gerakan Sosial

Aspirast pemuda selalu berhubungan erat dengan aksi sohidaritas sosial
mahasiswa. Aksi ini juga sebagai morality movement mahasiswa atas fenomena sosial.
Selain 1tu, gerakan sohidantas sosial menjadi ruang aktualisast din mahasiswa yang
selalu dihubungkan dengan agent social of change dan social control Gerakan
mahasiswa sama dengan gerakan sosial. Pola dan tindakan yvang dilakukan mengarah
kepada model kolektf (collective behavion). Menurut Tarrow, sifat gerakan sosial
memiliki signifikanst dan fokus pada empat aspek, yakm tantangan kolektf, tujuan
bersama, solidaritas, dan tindakan kolektif berkelanjutan. Keempat fokus mi penting
dikaji dalam gerakan sosial (Tarrow, 1996, pp. 3-6).

Model kolektif dalam gerakan sosial dilakukan sebaga implementas
kelompok massa yang peka atas hegemoni negara. Untuk itu, gerakan sosial menjadi
agenda dalam perjuangan untuk perubahan sosial. Perjuangan tersebut berringan
dengan tiga elemen penting, vaitu kesempatan politik, proses mobilisasi, dan framing
1isu (Tarrow, 1996, pp. 81-135). Tiga elemen i dipandang sebagai teor1 dalam kajian
mni. Dengan begitu, dimensi polink menjadi modal bagt kelompok massa untuk
keluar dan tekanan hegemoni penguasa. Tekanan ini sebagal ekspresi untuk
menunjukkan capalan gerakan sosial yang sesual dengan tujuan awal. Maka
kesempatan politk bagt pemeran politik dapat membenkan kesempatan bagi pthak
eksternal dan kelompok lain yang akan melakukan tindakan gerakan sosial dalam
meraih perubahan sesuai dengan tujuan masing-masing individu.

Stuch gerakan sosial telah berkembang menjadi kekuatan politik dan kultural.
Dua perkembangan 1m sebagai kntik atas teori Castells, Touraine, Habermas, dan
Melucei tentang New Social Movement. Model tersebut melahirkan paradigma baru.
Munculnya paradigma im sebagai anti-tesis model gerakan sosial vang telah lampau.
Diskursus mi pun menjadi berwama seinng dengan munculnya gagasan tindakan
kolektit' (collective action) dalam studi gerakan sosial. Secara umum, tindakan
kolektf sebagai konsekuensi logis dari narasi vang berkembang di dunia. Semua
model Gerakan sosial tersegmentast dalam  kekuatan tindakan kolekaf yang
dyalankan (Buechler, 1995).

Pada kasus lain, literasi gerakan sosial dalam di beberapa negara Muslim, juga
masuk dalam tipologi pembangunan. Tipologi ini beriringan atas kemajuan teknologi
yang menvebabkan masyarakat lebih responsif dengan sikap pohtik yang terbuka.
Masyarakat yang terbuka juga dudentfikasi sebagai masalah kompleks atas aktifitas
sosio-politik di negara Mushm (Bayat, 2005). Hal ini membuat satu paradigma baru
yang lebih inklusif dan memunculkan pola komunikasi yang cenderung sulit untuk
dipahamu.

Pola komunikasi yang beragam dalam nindakan kolektif sebagai efek langsung
atas perubahan dunia global. Namun demikian, tindakan kolektif memunculkan fitur
dalam aks1i massa yvang lebih solid—kerap disebut dengan solidaritas sosial. Model im




muncul pasca perang dunia kedua yang lebith mengedepankan perubahan kebijakan
negara dengan menuntut keadilan dan kesejahteraan. Sebagai diskursus, sohdantas
bukan saja memunculkan satu fitur yvang memperdebatkan ‘new” atau ‘old’ socia/
movement, namun mengarah kepada perubahan struktur masyvarakat akibat adanya
kelas sosial baru (Latoszek, 20006).

Dengan begitu, diskursus gerakan sosial telah menyegarkan ilmu sosial.
Penyegaran tersebut menyumbang satu frame vang menjadi acuan dalam tulisan ini.
Frame yang dibangun penelii menyoal penggunaan teor dalam aplikasi grounded
research sebagal multi-tafsir pendekatan fenomenologl. Diskursus i1 peneliti
gunakan sebagar pisau analisis dan kapan literatur. Sebagai literatur, peneliti
menempatkan teori menjadi acuan pengembangan studi-studi yvang berkembang.
Sementara itu, sebagal pisau analisis, penehti gunakan sebagal framework berpikir
schingga menemukan satu fenomena baru untuk dianalisis dalam perspekif studi
new social movement. Adapun teon vang digunakan tentang tindakan kolektif
(collective action) vang mengacu teornt Tarrow. Sebagaimana  tergambar dalam
framework peneliian berikut ni.

Bagan 1. Kerangka Konseptual

Hegemoni Kekuasaan

Kesempatan Politik Aksidental

Kolektif Behavior Struktur Mobilisasi
Terorganisir

Proses Framing

Kritis Dealektis

WIE[S] EMSISEUEJN UBYEIIN)

Sumber: Data primer di olah, 2018.

Tiga framework di atas—kesempatan pt)]iriknmkrur mobilisasi, dan proses
framing—mengacu kepada konsep Tarrow. Pertama, kesempatan politk menegaskan
'ngaruh  penataan  sistem politik  terhadap peluang untuk tindakan kolekaf.
Mekanisme  kesempatan politk  berupaya menjelaskan  gerakan sosial yang
disebabkan perubahan struktur poliak @itumorang, 2007, p. 3). Model i1 berangkat
dart analisis Tarrow, yang berupaya menguji bentuk-bentuk ketegangan pohitik;
gerakan sosial, revolusi, nasionalisme dan demokratisasi (Tarrow, 1996).
Kesempatan politk merupakan mekanisme gerakan sosial yvang muncul pada
lembaga-lembaga pohtik yvang mengalamm  keterbukaan. Konteks mi1 menjadi
keseimbangan politik dan konflik kepentingan. Konflik tersebut sebagai kekuatan
baru dalam tindakan kolektif untuk merubah struktur poliik vang dyalankan oleh
elit.
Kedua, struktur mobilisasi dalam gerakan sosial merupakan kegiatan untuk
merangsang terbentuk pola baru dalam tindakan aksi nyvata mahasiswa. Struktur
mobilisasi adalah kendaraan kolektif baik formal maupun informal. Melalui model




ini mahasiswa diharapkan mampu memobilisasi dan berbaur dalam aksi bersama.
Konsep mobilisasi berkonsentrasi kepada janingan informal, organisasi gerakan sosial
dan kelompok-kelompok masyarakat. Selamn 1tu, struktur mobilisasi tampil sebaga
mekanisme sosial vang berkaitan dengan aksi-aksi kolektif. Tindakan aksi kolektif
menjadi cara untuk menggait simpati dan beberapa segmen massa aksi, menguatkan
Jaringan, dan mencari simpatisan untuk pekerjaan advokasi sosial. Dengan begitu,
tindakan kolektf menjadi alat untuk menorong partisipasi semua kelompok aksi
massa (Simmm';ng, 2007, p. 7; Tarrow, 1996, p. 8).

Ketf@l, proses framing memainkan peran penting dalam membentuk
mobilisasi. gﬂmbinasi kesempatan politk dan struktur mobilisasi dibentuk maka
potensi aksi massa vang lebih besar dapat tepadi. Namun demikian, unsur penting
yang patut diperhatikan adalah potenst struktural. Hal mi perlu dianalisis untuk
memastikan proses mediasi dan advokasi sosial dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan
awal aksi massa. Untuk itu, komponen penting dalam framing isu dalam gerakan
sosial 1alah mendefinisikan masalah dan sumbernya sehingga prediksi capaian aksi
massa sesual dengan  tuuan. Keglatan i1 menjadi  elemen  strategis  untuk
memperjuangkan masalah yang diangkat.

Ada tiga komponen framing vang dapat dijadikan bahan untunncncnruk;m
pilihan strategi gerakan sosial. Pertama, masalah ketdakadilan, Ketidakadilan
muncul dan kegusaran moral (moral mdignation) yang diakibatkan oleh kebyakan
yang tdak pro masyarakat sehingga melalirkan kekecewaan. Kedua, 1dentitas
individu yvang tidak diperhatikan oleh kebiakan negara. Kondisi semacam im
memunculka{® motivasi individu untuk melakukan aksi secara kolekuf (Tarrow,
1996, p. 9). gctiga, agensi vang mengacu pada keyakinan bahwa seseorang dapat
mengubah kondisi hidup mereka. Konteks ini dapat memunculkan aktfitas individu
untuk 1kut berpartisipast dalam gerakan sosial. Dengan harapan dapat mengubah
nasib hidup mereka akibat kebijakan yvang tidak memihak. Keyakinan semacam im
menjach syarat dalam aksi massa untuk memunculkan agen-agen baru untuk
memberikan motivasi positif dalam gerakan massa.

Penjabaran teon di atas, penelii simpulkan gerakan sosial tidak berangkat
dart ruang kosong. Namun ada sejumlah faktor yang memjadi pendorong lahirnya
aksi gerakan massa. Salah satu faktor yvang dapat mempengaruhi gerakan tersebut
adalah ketdakadilan, kesegjahteraan, dan kebyakan yang abai terhadap kepentingan
hajat hidup orang banyak. Maka dari 1tu, perubahan sosial yang dndealkan, menurut
perspektif in, dapat mengubah kondisi hidup yang lebih baik.

Pergeseran Orientasi Gerakan Mahasiswa Islam

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran im
relevan di tengah problematika bangsa yang tak kunjung memberikan rasa keadilan.
Problem keadilan sosial masih menjadi menara gading di negeri ini. Padahal, negen
ini sudah merdeka lebih dart 70 tahun. Di sinilah pemuda harus turut andil untuk
berkontribusi menyelesatkan masalah sosial yang kompleks. Ruang kosong di tengah
masalah vang mendera adalah secank harap yang bisa dusi oleh pemuda.
Kekosongan tersebut dapat dusi oleh kegiatan produkaf. Selain 1tu, pemuda juga
dapat berkontribusi memberikan gagasan kritis untuk mengkritk negara vang kadang
abal terhadap persoalan masyarakat. Kebyakan negara yang terkadang kurang




berpihak, menuntut pemuda menyuarakan gagasan dan ide untuk mengontrol
pemerintah. Pada aspek mmlah pemuda dapat turut andil bagi bangsa untuk
mengontrol kebyakan yang cenderung pro terhadap kepentingan pasar.
“Pemuda atau mahasiswa harus turut berperan dalam persocalan yang mendera
bangsa. Mahasiswa sebagai bagian dari pemuda harus kembali kepada track-nya sebagai
kekuatan kontrol demokrasi. Jika tidak ada kontrol, pemerintah dan pengelola negara
ini cenderung mengedepankan kepentingan pemodal. Apalagi bangsa ini sedang
dihadapkan langsung kepada globalisasi yang tidak mengenal batas dan juga sudah
menganut sistem ekonomi neoliberal. Sistem ini tidak lagi dapat dipungkiri seiring
dengan perkembangan teknologi digital. Teknologi semacam cenderung menerabas
kebijakan yang menguntungkan pegiat bisnis digital. Untuk itu, mahasiswa wajib
mengontrol kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat
(Rozaki, 2017).”

Negara menjadi simbol kekuasaan seorang presiden. Namun presiden yang
tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat harus disikapt dengan kontrol sosial.
Walaupun anggota sebagian kabinet negara ada alumni dan organisasi mahasiswa
Islam—IMM, PMII, HMI dan KAMMI—yang menjadi pejabat publik. Namun jika
sistern vang tidak memihak terhadap ideologi dari masing-masing organisasi
kemahasiswaan, aktor politk yang menjabat sangat rentan dengan pragmatisme
ekonomu neoliberal. Pada aspek mi cita-cita perubahan yang diusung oleh masing-
masing alummni aktivis gerakan mahasiswa Islam seakan terjebak dalam pragmatsme
politik.

Kondisi im menjadi dilema ketika mahasiswa memiliki idealisme namun
senior mereka yang berada ditampuk kekuasaan terjebak pada pragmatsme pohtik.
Untuk itu, kritik vang membangun tetap perlu disampaikan mahasiswa dengan
membentuk sinergl antara junior dengan semor yang menjadi pejabat publik. Hal 1m
dapat terwujud jika semua kalangan aktivis memiliki kesadaran yang sama untuk
membangun bangsa.

"Mahasiswa tidak masalah jika mereka membangun afiliasi dengan pemerintah maupun
senior atau alumni yang sudah menjadi pejabat publik. Namun mahasiswa tetap harus
memperhatikan akar rumput organisasi sebagai dasar melakukan tindakan yang

memiliki nalar kritis. Mahasiswa jangan sampai terjebak pada pragmatisme politik
senior mereka sehingga nalar kritisnya tumpul (Andi, 2017a).”

Orgamsasi mahasiswa Islam telah mengalami pergeseran orentasi gerakan.
Pergeseran i1 tidak dapat ditepis seiring dengan tumpulnva gerakan mahasiswa.
Perubahan gerakan tersebut dianalisis karena paradigma berpikir mahasiswa
mengarah pada pragmatisme. Mahasiswa sebagan intelektual yang memiliki sense of
belonging pada perubahan sosial tampak layu. Hal mi teadi karena mahasiswa
menjacdh entitas baru dalam masyarakat vang kurang peka terhadap fenomena
ketidakadilan dan kesenjangan. Tidak salah bila mahasiswa menjadi kelas sosial baru
dalam struktur masyarakat (Izudin, 2017, pp. 70-76; Jurdi, 2013).

Pada aspek lain, mahasiswa sebagai agen kontrol kebijakan pemerintah tidak
tampak. Banyak aktivis mahasiswa terjebak pada perjuangan semu. Perjuangan
model mi dismyalir karena tersandra oleh pragmatsime polink. Polink menjadi jurang
pemisah 1dealisme mahasiswa. Jurang tersebut telah melanda semua elemen baik
mahasiswa vang masuk ke duma profesional maupun politik. Hal i1 terjadh karena




ideologl organisasi aktivis mahasiswa hanya menjadi pegangan ketika mereka masih
berproses.

Setelah selesar dan aktifitas organisasi, mahasiswa dapat terjebak dalam
pragmatisme politik. Kondisi ini harus diubah baik secara metode maupun mindset
berpikir. Salah satu tawaran paling genune menciptakan kader organisast mahasiswa
menjadi penehiti. Dengan menjadi penelii ketika menghadapt masalah sosial dapat
disampailkan kepada pemerntah berbasiskan data dan fakta lapangan. Tawaran
kebijakan berbasis data dapat di dengar langsung oleh pemerintah.

Kritik yang rasional berdasarkan fakta ilmiah sangat dibutuhkan. Selain dapat
memetakan masalah juga menjadi catatan untuk orientasi perubahan kebyakan.
Apalagi jika mahasiswa mampu melakukan advokasi sosial vang transformatif sesuai
data 1lmiah yang dihasilkan. Oleh karena itu, orientasi gerakan mahasiswa harus
berubah. Perubahan i menuntut mahasiswa agar mampu meningkatkan kapasitas
mndmvidu berbasis pengetahuan dan fakta ilmiah.

Kondisi semacam itu dapat dilakukan bila mahasiswa memiliki kesadaran
untuk memperdalam 1lmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dengan kemampuan
vang adaptif sesual perkembangan Iptek, bukan mustahil jika transformasi sosial
dapat terwujud. Penguasaan Iptek dapat menjadi landasan mahasiswa terutama
perubahan ideologr orgamisasi. Tentu saja, orgamsasi dan aktivis mahasiswa tidak lagi
hanya menjadi seorang yang tabu. Namun harus betul-betul menjadi problem solver
di masyarakat yvang mengalami ketertindasan secara stuktur atas kekuatan hegemoni.
Apalagi era pasar bebas dapat menciptakan ruang dan kelas sosial baru.

Dinamika Gerakan Mahasiswa Islam Pasca Reformasi

Hegemoni kekuasaan yang dipopulerkan Antonio Gramsci (1891-1937)
dipandang berpengaruh terhadap gerakan sosial abad 21. Gagasan Gramsa tersebut
sangat kontekstual dengan kajian ini yang meyoal dominasi kekuasaan karena
didorong kekuatan fisik. Perspekul Gramscl menerapkan kekuasaan sebagal unsur
perangkat kena hegemoni (Gramsci, 2013; Sugiono, 2006).

Perangkat kerja tersebut mehpun unsur pemerintah  sebuah negara.
Perangkat im cenderung melakukan tindakan represif dan bernuansa  faw
enforcemant. Pranata negara melalu lembaga hukum, muliter, dan polisi terkadang
menjadi “buah simalakama”. Pranata negara cenderung represif kepada kelompok
yang kritis. Hal ini1 banvak korban dan masyarakat yang berujung tinggal di penjara.
F‘mcnmm tu, ctos negara untuk menutupt kekurangan pengelolaan cenderung
serkuasa melalui kehidupan  beragama, pendidikan, kesenian, dan keluarga
(Mustam, 2007).

Tindakan refresif negara kepada masyvarakat kritis dapat di bendung oleh
kekuatan masyarakat sipil (cnal socretd. Kc]mnak i1 mampu mendinkan lembaga
Non Government Organmizations (NGOs), organmisasi sosial dan keagamaan,
paguyuban, dan kelompok kepentingan (inferest groups) (Fakih, 1998; Hakim,
2011). Organisasi grassroots tersebut menjadi kunci masyarakat agar dapat keluar
dar1 zona hegemomn kekuasaan.

Dengan begitu, lokus sosial yang diciptakan masyarakat kriis menjacdh modal
untuk menepis hegemoni. Kondisi ini memang tidak tampak secara nyata vang
berbeda dengan kebijakan vang tidak populis. Namun sebagai subsistem dalam




negara, hegemoni menjadi inspirasi para birokrat untuk melanggengkan kekuasaan
mereka. Tentu saja, kekuasaan yang dibangun melalui model tersebut menjadi cara
efektif penguasa untuk melakukan komumnikasi. Citra posif diciptakan untuk
mengembangkan frend pembangunan. Dengan frend inl negara menjadi benar di
mata orang awam. Padahal, jika lebih kntis kondisi bangsa penuh dengan masalah
vang crowded. Tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme adalah masalah yang belum
usal. Oligarki polhitk menjadi fenomena krusial di negara demokrasi. Neoliberalisme
menjadi ideologt para birokrat. Tikus berdasi masih berkeharan di ranah eksekutif
maupun legislanf. Masyarakat scolah tidak berdaya dan dibuat buta atas persoalan
yang sungguh kompleks tersebut (Winters, 2013).

Kompleksitas masalah negara membuat mahasiswa patut untuk gelisah.
Sebagar kelompok masyarakat yang berpendidikan tentu turut merasa prihatin atas
kondisi vang terjadi. Namun gerakan mahasiswa belum menemukan momentum
atau tidak memiliki common enemy vang nyata. Para birokrat semacam anti-tesa
ideologi bangsa. D1 permukaan publik terkesan membela kepentingan masyarakat.
Sementara 1tu, dibalik perannya, mercka membuat kesepakatan yang hanya
menguntungkan sebagian kelompok elit. Kelemahan pemenntah ditutupt oleh citra
positif yang selalu menghiasi sisi layar kaca. Krink membangun dari mahasiswa juga
tertutupi oleh citra positif yang selama mi menghiasi sisi dunia maya. Itulah hegemom
kekuasaan yang diterapkan oleh para birokrat negeri mu.

Demokrasi menjadi sistem yvang membutakan nalar knts mahasiswa. Pola
gerakan mahasiswa pun tidak bertaji dalam menanggapi berbagai isu nasional. Ruang
kebebasan juga seolah tidak berimplikasi nyata. Kondist i seakan membuat masalah
baru. Ruang ekpresi kntis mahasiswa menjadi tidak tampak. Gerakan mahasiswa
menemui jalan buntu. Idealisme sebagian mahasiswa patah oleh kepentingan elit.
Gerakan nyata dan grassroés pun hanya bersifat aksidental,

Kondisi semacam 1tu sudah lama dirasakan oleh mahasiswa. Namun gerakan
mahasiswa belum menemukan momentum bersama. Beberapa orgamsasi mahasiswa
Islam di Yogyakarta menanggapi berbagai 1su hanya sebatas memperkuat kondisi
mternal. Gerakan mahasiswa belum mampu membangun konsolidasi dengan lintas
organisasl. Selain itu, fakta semakm tumpulnya gerakan mahasiswa juga dipengaruhi
langsung oleh sistem pendidikan. Mahasiswa tidak cukup waktu untuk melakukan
advokast sosial. Mercka harus bergelut menyelesaikan studi yang begitu pendek.
Dokirin agar segera lulus dan tidak ada dukungan kampus juga sebagai faktor
mantulnya daya kntis mahasiswa.

"Stagnasi gerakan mahasiswa sekarang dipengaruhi oleh banyak organisasi baru. Belum

lagi kampus yang mengkampanyekan organisasi mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif

Mahasiswa dituding sebagai orang-orang yang tidak berprestasi. Kampus selalu

membuat stigma negatif kepada keberadaan organisasi ekstra. Selain itu, kampus

menganggap mahasiswa yang hanya rajin kuliah, berprestasi dan nilai bagus. Padahal,
tidak ada jaminan tipe mahasiswa yang dibuat sebagai standar otoritas kampus paham
dengan problem dan realitas masyarakat (Andi, 2017b)."

Otoritas kampus yang memandang mahasiswa negatif’ dan positl sejak era
reformasi. Kondisi mi tidak terlepas kebpjakan negara yang memberlakukan
NKK/BKK. Kebpakan ini lahir di era Mendikbud Daoced Joesoef yang
mengeluarkan Surat Keputusan No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan
Kampus. Kebpakan tersebut menjadikan kampus sebagai kawasan stenl dan aktvitas




politik. SK ini juga menjadi dalil sahith pembubaran Senat Mahasiswa dan Dewan
Mahasiswa di tap perguruan tingg.

Namun era reformasi membawa berkah bagi orgamsasi ekstra kampus.
Organisasi dan gerakan mahasiswa tumbuh di kampus seluruh Indonesia. Gerakan
reformast telah menjadi mspirasi dan spint gerakan mahasiswa.  Implikasinya,
kampus membentuk organisasi BEM mulai dan Fakultas hingga Dewan Mahasiswa.
Eksistens1 BEM diperkuat oleh keberadaan orgamsasi ekstra kampus vang tumbuh
subur di era reformasi. Organisasi mahasiswa Islam yang paling kuat di era reformasi
adalah KAMMI, HMI, PMII, dan IMM.

Reformasi telah usai. Fra mi sudah berusia 20 tahun. Cita-cita reformasi
sudah terwujud. Demokrasi adalah wupud darni cita-cita reformasi. Siapapun anak
bangsa yang terbaik di negert im bisa memadi pemimpin. Tanpa harus lahir dan
ningrat, orang yang memiliki kapabilitas menjadi pemimpin dapat terwuud. Jokow
adalah role mode! produk dan reformasi. Sosok sederhana dar kampung mampu
menjadi seorang presiden. Itulah makna sesungguhnya dari proses reformasi. Namun
perjalanan bangsa tdak hanya selesai pada tahap melahirkan kepemimpinan.
Pembangunan bangsa yvang lebih bermartabat untuk mewuudkan keadilan dan
kesejahteraan poin penting vang harus tercapai.

Pasca reformasi, organisasi kemahasiswaan mengalami kemunduran gerakan
terutama untuk mencan 1su bersama. Gerakan mahasiswa menjadi jago kandang.
Kampus seolah menjadi tujuan akhir para aktivis. Gerakan normalisasi dan kembah
ke kampus telah menjadi konsesus bersama elemen pemerintah dan penguasa untuk
membatasi aktivitas mahasiswa dalam bidang poliik. Artinva, hegemoni pemenntah
dan penguasa menemu momen kemenangannya dalam menormalisasi aktvitas
mahasiswa. Rantai kemenangan imi diperoleh melalui konsesus bersama tanpa
melakukan tindakan represi dan penindasan terhadap elemen akiivis mahasiswa.
Menurut Hegel, modclai adalah cara yang dipakai menggunakan saluran universitas
yang menjadi penentu secara langsung dan tidak langsung struktur-struktur kogmtif
dari masyarakat k;mlpusl sendiri. Hasilnya, konsesus tersebut membentuk sebuah
hegemoni yang akhimya dipandang benar dan baik secara moral maupun mtelektual.

Saat 11, pola gerakan mahasiswa cenderung bertumpu pada relas1 hubungan
internal vang lebih instruktif. Relasi antar organisasi masih bertumpu pada level
diskursus yang bersifat wacana teoritis sebagal kesadaran kntis anggota organisasi.
Pengaruh dar1 senior yang telah menjadi pejabat pemermtah lebith dominan karena
terbangun pola komunikasi yang searah dalam menentukan arah masa depan
organisasi serta aktivitasnya.

“Pengaruh senior yang duduk di pemerintahan (ekskutif dan legislatif) dalam merespon

kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat! Ada hal-hal yang bersifat instruksi,

pengaruhnya tidak signifikan karena adanya jarak dengan alumni. Alat komunikasinya

dan melalui forum-forum, dan komunikasi sering terputus (Sofyan, 2017).

Menurut aktivis IMM, respon organisasi terhadap isu-isu nasional masih
bertumpu pada pendapat dan pemikiran senior yang telah menjabat di pemerintah.
Bahkan diaku, akst demonstrasi yang dilakukan organisast sering kali karena adanya
mnstruksi para senior vang ada di kekuasaan meskipun 1su yang direspon telah melalu
proses diskusi internal organisasi. Artinya, keterikatan IMM dengan senior yang
berkuasa masih tejadi. Isu dan aktivitas yang bersifat kntis seperti demonstrasi masih




menggunakan pandangan senior daripada keputusan dan pembacaan akst secara
bersama yang dilakukan indejggnden di internal organisasi.

Menurut Situmorang, mekanisme kesempatan politik berupaya menjelaskan
bahwa gerakan sosial terjadi disebabkan oleh perubahan dalam struktur politik yang
dilihat sebagai kesempatan (Situmorang, 2007, p. 3). Hal mi juga dipertegas Tarrow
bahwa mekamsme kesempatan pohitik dalam gerakan sosial muncul ketika akses
terhadap lembaga politk negara mengalami keterbukaan. Keseimbangan polink
dapat terbentuk ketika elit politk mengalami konflik kepentingan. Konflik imi
digunakan untuk perubahan yang bersifat menguntungkan kolektifitas kelompok elit
(Tarrow, 1996, p. 4).

Pola serupa juga tegadi di PMIIL. Menurut aktivis PMII, semor tidak
diperkenankan mempengaruhi wacana dan diskust serta pembacaan 1su di mternal
organisasl. Tema diskusi dan pembacaan berangkat dan kesadara kritis anggota
orgamsast sesual nilai-mlal peruangan. “ Memvikapr isu vang sedang berlangsung
memang berangkat dan ide dan gagasan sahabat-sahabat yang terbiasa melakukan
pembacaar” tutur Zaen (Zaen, 2017).

Dengan kata lain, aktivitas keorganisasian mahasiswa Islam pasca reformas
masih bergantung kepada komunikasi senior yang menjadi pejabat publik. Hubungan
i membentuk suatu persekutuan polink dalam menyikapi 1su-isu nasional. Secara
langsung, persekutuan mi hanya berpihak kepada kepentingan kelompoknya. Ada
Juga organisasi kemahasiswaan vang berpegang pada nilai-milai dasar keorganisasian
namun tetap tidak bisa terlepas dari kepentingan afiliasi polinknya.

Struktur mobilisasi gerakan mahasiswa berbaur dengan kepentingan elit
kekuasaan sehingga menciptakan isu bersama atas dasar kepentingan kelompok.
Konsep mobilisasi im terkonsentrasi kepada jaringan informal dan eksternal
organisasi pada kelompok dan organisasi polink (Akbar, 2016). Artinya, pola
semacam 11 muncul akibat hubungan emosional antar anggota organisasi dengan
senior mantan anggota. Ada kesamaan-kesamaan di antara mereka, termasuk
kesamaan ideologi, program, tujuan, basis massa dan kepemimpinan.

Secara eiimologi, gerakan aksidental (accidental movernend) memiliki makna
yang bertautan dengan accrdental attribute, accidental property, characteristic quality
atau accidentil predicate (Arrington, 2016, p. 234). Dengan kata lain, gerakan
aksidental juga dapat diartikan sebagar tindakan untuk bergerak sesuar dengan
kondisi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Hal i1 melahirkan dinamika
sosial vang bersifat evolutif dengan menggambarkan suatu penstiwa sosial. Untuk itu,
perubahan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan bersifat gradual. Dalam konteks
gerakan mahasiswa, Hyrian mengatakan: “kondisi mahasiswva pasca 1998 belum
menemukan arah gerakan bersama, konsolidasr Iintas gerakan mahasiswa belum
bepalan secara maksimal” (Hyrian, 2018). Ini artinya, gerakan mahasiswa pasca
reformast tdak memuliki visi perubahan yang jelas.

Fenomena gerakan aksidental juga dipertegas Ans, Mantan Presma UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurutnya, “gerkan mahasiswa pasca 1998 lebrh
banvak bermotif uforia sejarah, tidak ada visi, spontan dan gamang” . Pernyataan ini
senada dengan gerakan aksidental dalam menyikapi beragam 1su. Misal 1su kenatkan
BBM tahun 2010, organisasi PMIT melakukan aksi demonstrasi di pertignan kampus
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, disusul dengan organisasi mahasiswa lainnya seperti

HMI, KAMMI, IMM, GMNI, PMKRI vang menilai kebijakan tersebut merugikan




rakyat. Artinya, gerakan tersebut bersifat aksidental karena hanya mengkuti
dinamika yang sedang berkembang di ranah sosial-pohitik tanah air. Aksi-aksi protes
organisasi mahasiswa juga muncul hanya seketika. Setelah ada kebyakan kenaikan
harga BBM vang mereka nilai telah membenani kehidupan masyarakat luas.

Contoh lain, 1alah  orgamsasi mahasiswa i Yogyakarta vang kerap
membangun sebuah aliansi bersama, biasanva Alianst BEM Joga, Ahansi Lintas
Organ, dan lainnya. Aksit m dilakukan untuk mengkritik kebijalan negara vang
kurang sesuail dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini membuat mahasiswa harus
mampu berkoordinasi dengan kekuatan pergerakan lain seperti buruh, petani,
nelayan, keagamaan, perkumpulan profesi, dan lain-lain. Dengan gerakan vang
terorganisir maka kekuatan advokasi sosial menjadi lebih tajam untuk perubahan
sosial.

Hal mi1 senada dengan perspektf Gramscian. Konsep gerakan mahasiswa
dapat dikategorikan sebagai kekuatan :15}':n':|]&:1t sipil yang terorgamsir. Konsep
tersebut dianalisa melalul kepentingan negara (state) dengan masyarakat sipil (ena/
society). Masyarakat sipil terdirt dari berbagai bentuk masyarakat yang l}cr:ifﬂdn]:un
aktivitas 1deologi dan mtektual yang dinamis maupun konstruksi hegemoni. Dengan
demikian, masyarakat sipil adalah suatu agregasi atau percampuran kepentingan yang
ditransformasikan menjadi pandangan lebih universal sebagai ideologt (Fakih, 1996,
p-41).

Sementara 1tu, mahasiswa adalah kaum terdidik. Gerakan kritis menjadi cin
utama dalam setiap agenda perubahan. Kntis menjadi karakterisuk gerakan
mahasiswa dengan alasan bahwa mercka menuliki organisasi vang jelas serta visi, musi
perjuangan yang telah dirumuskan secara jelas pula. Menurut Tarrow, gerakan sosial
n‘r:mgk;ir dar1 pendekatan teoritis yang menekankan pada empat faktor, di antaranya
ketidakpuasan, sumber daya, peluang poliis, dan proses-proses konstruksi
pemaknaan (Tarrow, 1996).

Dengan begitu, organisasi mahasiswa  ketika menanggapi  sebuah  1su,
memaksa adanya diskusi kriis sebelum akhirnya memutuskan suatu kesimpulan
bersama (konsesus) yang dijadikan sebagai tujuan gerakan. Mahasiswa menciptakan
gerakan secara bersama dengan cara menggelar audiensi. Hal im dilakukan dengan
advokasi sosial melalul perhimpunan dengan berbagai kalangan di gedung DPRD
Yogyakrta. Mahasiswa dengan Allansi Gerakan Rakyat tahun 2014, menyampaikan
kntik dan aspirasinya terhadap permasalahan yang terdapat dalam kebnakan agrara
dan pembangunan Yogyakarta New International Airport.

Namun gerakan tersebut tidak membuat semua organisasi mahasiswa Islam
dapat bersatu untuk menyikapi isu agrana. Misal, KAMMI lebih melihat pada aspek
pendidikan. Sebab, konstruksi pendidikan dinilai sangat menentukan aras berpikir
mahasiswa (kader) dalam mencermati kebjakan penguasan dan perkembangan sosial
masyarakat. Dengan kata lain, ketika pendidikan mampu tumbuh dan berkembang
membentuk karakter dan cara berpikir mahasiswa miscaya sikap dan pikiran kntis
akan dengan sendinnya muncul lalu kemudian menggugah din untuk melakukan
sebuah gerakan perubahan.

IMM lebih memilih untuk menciptakan gerakan kntis dialektis. Komunikasi
kelembagaan dinilai sebagai jalan alternanfl dalam mengkntis1 kebyjakan yang tdak
sejalan dengan kehendak rakyat. Artinya, gerakan perubahan dimulai ketika forum
tersebut mampu melahirkan sesuatu hal yvang memang semestinya dikritisi. Sharrng




gagasan dan ide adalah jalan yang ditempuh PMII untuk menumbuhkan gerakan
kntis dialektis. Sebab, sharing gagasan dinila tidak hanya untuk membangun daya
kntis tetapn jJuga merancang dan membicarakan arah perjuangan organisasi.

Secara umum, gerakan mahasiswa Islam tercermin ke dalam dua bagian.
Pertama, aksi demonstrasi di jalan setelah mencermat secara knts suatu kebyakan.
Kedua, menggelar diskust dan forum-forum terbuka lamnya untuk menyampaikan
aspirasl sesual dengan komitmen perjuangan, terlebih pasca gerakan reformasi.
Upaya-upaya organsiasi mahasiswa dalam membuat gerakan perubahan selalu
menciptakan  dinamikanya masing-masing sesuai dengan perkembangan dan
perubahan zaman. Tantangan terberatmya adalah bahwa aksi demonstrasi dengan
cara turun ke jalan dalam rangka menyampaikan aspirasi dan kritik kini telah
terlanjur dianggap b bagi sebagian besar masyarakat karena dianggap sudah ndak
produktif. Maka dan itu, perlu adanya agenda lam yang lebih elegan dalam
menyampaikan kritik sosial kepada pemerintah.

Penutup

Meta analisis gerakan mahasiswa Islam paca reformasi menuai dinamika
sosial yang lebih dinamis. Aksi gerakan mahasiswa sarat dengan kepentingan ehit
partal politik. Selain itu, gerakan mahasiswa Islam yang memiliki acuan dan tindakan
dalam bergerak vang ditandai gerakan terorganisir imi dapat dilihat dari masing-
masing organisasi mahasiswa Islam yang memiliki seperangkat AD/ART dalam
melakukan gerakan sosial sebagai bagian dar1 advokasi sosial.

D1 lan  aspek, pola  gerakan  mahasiswa  Islam  pasca reformasi,
kecenderungannya, ada tiga pola vang dapat kategorisasikan, vaitu (1) perlawanan
terhadap hegemoni negara, (2) pergeseran ideologi gerakan mahasiswa Islam, dan (3)
format gerakan mahasiswa Islam di masa mendatang. Secara umum, pola gerakan im
mengacu pada perkembangan zaman di era kekinian yang kontekstual dengan
persoalan  mtermnasional dan  kebangsaan Indonesia. Dengan melbhat kondisi
kenyataan di atas, penulis merckomendasikan perlu adanya saraschan nasional
antara  lembaga keorganisasi mahasiswa  Islam  yvang  bersifat  inklusit dan
menanggalkan gerakan poliik praktis. Maka dari itu, disarankan kepada semua
organisasi mahasiswa Islam harus mampu membuka dir1 dan terus bedialog seiring
dengan perkembangan politik yang idak menentukan.
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